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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter, 

dalam pengendalian kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan nasional 

serta kewenangan, tanggung jawab, dan kendala Bank Indonesia dalam 

pelaksanaannya. Permasalahan yang dikaji meliputi efektivitas pelaksanaan operasi 

pasar terbuka dalam mendukung pengendalian kebijakan moneter dan stabilitas 

sistem keuangan nasional serta kelengkapan kerangka hukum yang mengatur 

kewenangan, tanggung jawab, dan kendala Bank Indonesia dalam pelaksanaan 

operasi pasar terbuka tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi pasar terbuka secara 

normatif sudah memiliki landasan hukum yang kuat, namun masih menghadapi tiga 

keterbatasan struktural berupa rantai transmisi yang terputus akibat celah 

koordinasi Bank Indonesia dan OJK, kedalaman pasar uang domestik yang belum 

optimal, serta pola regulasi yang cenderung reaktif terhadap krisis daripada 

antisipatif. Kewenangan Bank Indonesia sudah tersusun secara hierarkis namun 

belum dilengkapi mekanisme koreksi eksternal yang memadai dan konsekuensi 

hukum yang mengikat atas kegagalan pencapaian tujuan kebijakan moneter. 

Penguatan koordinasi antarlembaga melalui pembaruan kerangka hukum dan 

kodifikasi regulasi teknis operasi pasar terbuka yang lebih antisipatif menjadi 

agenda reformasi yang paling mendesak. 

Kata Kunci: Operasi Pasar Terbuka, Bank Indonesia, Stabilitas Sistem Keuangan 

Nasional 
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